DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Summedang

R (0261) 201229, Fax : (0261 ) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA:RAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor . 188.342/07/KEP.DPRD/2006
Lampiran : —

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUIPATEN SUMEDANG
ATAS 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang . a. bahwa pembahasan 5 lima) buah Rancancan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang telah selesai dibahas secara teliti, cermat
dan mendalam oleh Fraksi-fraksi, Komis -komisi, dan Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf 2 diatas, maka persetujuan atas 5 (lina) buah Rancangan
Peraturan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950);

Mengingat o1

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telal';
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tenteéng Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nom r 3851),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ten.ang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratarn Rakyat, Dewan Perwak'!lan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenwang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undarig-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3721),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank(Lemba-an Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3840);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5782);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20086 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4609);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2006;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Taiin 2000 tentang
Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Noumor 48 Tahur 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);



Me nperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Dfs. AGUS WELIYANTO S.. SH

15. Peraturan Daerah Kabu

WAKIL KETUA,

pgten Sumedang Nemor 19 Tahun 2003
tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.31)

)

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tenta 1g Perubahan Pertama
itas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Feraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupate 1 Sumedang;

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwaktilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menyetujui 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang yaitu :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jatinangor.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Tol
Cileunyi-Sumedang.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)
Sumedang

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : SUMEDANG
pada tanggal Mei 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN $UMEDANG

WAKIL KETUA,

DONY| AHMAD MUNIR, ST., MM

Sal ian:

~ -

~

Y+th,Bupati Sumedang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

@ (0261) 201229, Fax : (0261 ) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 170/15/KEP.DPRD/2006
Lampiran : -

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

a.

w

bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang telah dikaji oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan dibahas bersama oleh Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten
Sumedang;

bahwa hasil pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyetujui untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang terhadap rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);



10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548); '

Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5032);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1
Seri D.1),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Képutusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;



Memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumedang tanggal 19 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi :Sumedang
pada tanggal : 19 Desember 2006
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
/ KABUPATEN SUMEDANG
/ KEMNUA,
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
/4/1,‘/.: —
Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO., SH DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
Salinan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang,




